KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONES A

NOMOR 639/M ENKES/SK/V/2003

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DASAR TAHUN 2003

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

.a

Bahwa Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar perlu
dilaksanekan secara efektif dan efisen sehingga hedinya
dapat dipertanggungjawabkan bak dari segi fisk, keuangan
maupun manfaainya bagi kdancaran Pdayanan Kesehatan
Dasar;

Bahwa untuk maksud tersesbut Obat Pelayanan Kesehatan
Dasar yang akan diadekan harus dijamin keamanan, mutu
maupun khasatnya;

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetgpkan Pedoman
Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dengan
Keputusan Menteri Kesehatan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proping sebaga
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instans Pemerintah;

Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pel aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Ke empat

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1375.A/MENKEY
SK/X1/2002 tentang Daftar Obat Esensid Nasional 2002;

8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1277/MENKEY
SK/X1/2001 tentang Organises dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  MENTERI KESEHATAN  TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN
KESEHATAN DASAR TAHUN 2003.

Pringp-pringp dadam pengadaan obat adaah sebaga berikut :

a Mutu oba terjamin, memeruhi criteria, khasat, keamanan
dan kedbsahan obat sarta tddlah mempunya izin edar (nomor
registras);

b. Pengadaan obat dilaksanakan secara efisen dan efektif sesual
dengan kebutuhan;

c. Meneragpkan konseps Obat Esensd Generik;

d. Pengadaan Obat Pelayanan Kesghatan Dasar (PKD)
dilaksanakan mdaui PBF (Pedagang Besar Farmas). Untuk
pengadaan sediaan  narkotika diadekan  langsung  mddui
PT. Kimia Farma Thk.

Pengadaan obat dilaksanakan dengan berpegang kepada daftar
obat sebagi berikut :

a. Obat Sangat Sangat Esenda (SSE) addah obat yang harus
dijamin ketersediaannya secara tepat waktu, tepat jenis dan
mutu  terjamin - seta resko  seminima mungkin - untuk
menjamin ~ kesnambungan  pdayanan  kesehatan  di
Kabupaten/Kota;

b. Obat Sangat Sangat Esensid (SSE) adalah obat yang mash
mengandung resiko daam kemampuan suplainyadi daerah;

c. Obat Esensd (E) addah obat yang diperlukan dan sering
digunskan sarta tidk mengandung resko ddam hd
kemampuan supla di daerah.

Haga Patiokan Tertinggi Obat addah harga obat persatuan
kemasan, termasuk Pgak Pertambahan Nila (PPN) sebesar 10%
dan merupakan franko Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir
daam Lampiran Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini,
maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/Menkes/
SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan
Kesehatan Dasar tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;



Kelima . Keputusan ini mula berlaku sgak tanggd ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdgpat kesdahan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pedatanggd :12 Mei 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan disampaikan kepada yth :

Sekretaris Jendera Departemen Kesehatan;

Inspektur Jendera Departemen K esehatan,;

Para Direktur Jendera dilingkungan Departemen K esehatan,
Direktur Jendera Pembangunan Daerah Departemen Daam Negeri;
Kepala Dinas K esehatan Proping sduruh Indonesig;

Kepaa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesig;

oukhwdE



